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Menimbang :  a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan salah 

satu tujuan sistem penyuluhan melalui pemberdayaan 

pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan 

kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang 

kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, 

pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan 

pendampingan serta fasilitasi; 

 b.  bahwa sebagian kelompok masyarakat telah melakukan 

usaha-usaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan 

yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dan/atau melestarikan hutan dan lingkungan hidup; 

 c.  bahwa untuk memberikan apresiasi kepada kelompok 

masyarakat yang berhasil sebagai percontohan, tempat 

pelatihan dan magang bagi masyarakat dengan penetapan 

sebagai Wanawiyata Widyakarya; 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
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Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

tentang Wanawiyata Widyakarya; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3419); 

  2.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

  3.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4660); 

  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 17); 

  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

713); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG WANAWIYATA WIDYAKARYA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1.  Wanawiyata Widyakarya adalah model usaha bidang 

kehutanan dan/atau  lingkungan hidup  yang dimiliki 

dan dikelola oleh kelompok masyarakat atau perorangan 

yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan sebagai percontohan, tempat pelatihan dan 

magang bagi masyarakat lainnya. 

2.  Pelatihan adalah proses pembelajaran yang lebih 

menekankan pada praktek dengan menggunakan metode 

pendidikan orang dewasa (andragogi) dan bertujuan 

meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan 

dalam usaha bidang kehutanan dan atau lingkungan 

hidup.  

3.  Magang adalah salah satu metode pelatihan melalui 

proses belajar sambil bekerja secara langsung di tempat 

kegiatan usaha yang mengutamakan peningkatan 

keterampilan. 

4.  Kelompok Masyarakat adalah kumpulan sejumlah 

individu dari masyarakat setempat yang memenuhi 

ketentuan kriteria dan diketahui oleh kepala desa beserta  

yang sebagian atau seluruh usahanya bergerak di bidang 

lingkungan hidup dan kehutanan termasuk hasil hutan 

bukan kayu (HHBK). 

5.  Instansi Pelaksana adalah instansi penyelenggara 

penyuluhan di daerah. 
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6.  Menteri adalah Menteri yang mengurusi bidang 

lingkungan hidup dan kehutanan. 

7.  Kepala Badan adalah Kepala Badan yang membidangi 

penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan. 

 

Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

 

Pasal 2 

(1) Wanawiyata Widyakarya dimaksudkan untuk 

menyediakan sarana pembelajaran bagi masyarakat di 

bidang usaha kehutanan dan/atau lingkungan hidup 

yang berkualitas serta memberikan apresiasi kepada 

kelompok masyarakat dan perorangan yang telah 

berhasil mengembangkan usaha bidang kehutanan 

dan/atau lingkungan hidup. 

(2) Tujuan Wanawiyata Widyakarya: 

a. meningkatnya kapasitas masyarakat dalam 

mengembangkan usaha di bidang kehutanan atau 

lingkungan hidup; 

b. meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat dan 

perorangan dalam mengembangkan dan mengelola 

kegiatan pelatihan dan magang; dan 

c. berkembangnya kegiatan usaha masyarakat di 

bidang kehutanan atau lingkungan hidup. 

 

BAB II 

PENETAPAN WANAWIYATA WIDYAKARYA 

 

Pasal 3 

Penetapan Wanawiyata Widyakarya melalui tahapan sebagai 

berikut : 

a. pengusulan calon Wanawiyata Widyakarya; 

b. penilaian usulan calon Wanawiyata Widyakarya; dan 

c. penetapan Wanawiyata Widyakarya. 
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Pasal 4 

(1) Model kegiatan usaha yang dapat diusulkan sebagai 

calon Wanawiyata Widyakarya paling sedikit memenuhi 

kriteria : 

a. kegiatan usaha bidang lingkungan hidup dan 

kehutanan yang berhasil dikelola oleh kelompok 

masyarakat; 

b. telah menjadi percontohan, tempat  pembelajaran/ 

praktek, kunjungan/studi banding bagi masyarakat; 

c. memiliki sumber daya manusia sebagai fasilitator; 

d. tersedia fasilitas akomodasi termasuk pemondokan 

di rumah penduduk, sarana pertemuan, dan  

perlengkapan; dan/atau 

e. lokasi mudah dijangkau. 

(2) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), penyuluh mengusulkan kelompok masyarakat 

binaannya kepada Menteri melalui instansi pelaksana 

penyuluhan di Kabupaten/Kota. 

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri 

dengan proposal yang antara lain memuat jenis dan 

kegiatan usaha, data usaha, produksi dan pemasaran, 

hasil usaha, kemitraan, sarana dan prasarana, serta 

pembiayaan. 

(4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), instansi pelaksana penyuluhan di Provinsi 

melakukan penilaian. 

(5) Hasil penilaian usulan calon Wanawiyata Widyakarya 

disampaikan oleh Kepala Instansi pelaksana penyuluhan 

di Provinsi kepada Kepala Badan cq. Kepala Pusat 

Penyuluhan. 

(6) Kepala Pusat Penyuluhan melakukan penilaian terhadap 

usulan dari instansi pelaksana penyuluhan di daerah 

Provinsi. 

(7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (6) 

ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri. 
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